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PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA

NOMOR 5/P/SK/HT/2015

TENTANG
PENGELOLAAN LABORATORIUM

REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA,

bahwa berdasarkan Pasal 115 Peraturan Majelis Wali Amanat
Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi
dan Tata Kelola (Governance) Universitas Gadjah Mada, laboratorium
merupakan unit yang berfungsi untuk menunjang pendidikan,
pengembangan ilmu, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
bahwa dalam rangka melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu dilakukan penataan klasifikasi dan pengelolaan
laboratorium di lingkungan Universitas Gadjah Mada;

bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu
ditetapkan Peraturan Rektor;

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional
Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan limu Pengetahuan dan
Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor
84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336),
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2013 tentang Bentuk dan
Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 142,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5438);
Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta
Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5454);

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor
4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (Governance)
Universitas Gadjah Mada;

Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor
12/SK/MWA/2014 tentang Penetapan Rektor Universitas Gadjah Mada
Pengganti Antar Waktu Periode 2012 — 2017;



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PENGELOLAAN LABORATORIUM.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:
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Universitas adalah Universitas Gadjah Mada.

Rektor adalah Rektor Universitas Gadjah Mada.

Wakil Rektor adalah Wakil Rektor membidangi urusan penelitian dan pengabdian
kepada masyarakat.

Pemimpin Universitas adalah Rektor dan Wakil Rektor Universitas Gadjah Mada.

Senat Akademik, yang selanjutnya disingkat SA, adalah Senat Akademik Universitas
Gadjah Mada.

Fakultas adalah Fakultas di lingkungan Universitas.

Sekolah adalah Sekolah di lingkungan Universitas.

Dekan adalah Dekan di lingkungan Fakultas/Sekolah.

Senat Fakultas, yang selanjutnya disingkat SF, adalah Senat Fakultas di lingkungan
Universitas.

Senat Sekolah, yang selanjutnya disingkat SS, adalah Senat Sekolah di lingkungan
Universitas.

Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode iimiah secara
sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan
pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau
hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah
bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Laboratorium adalah unit penunjang di bawah unsur pelaksana akademik yang
digunakan untuk melaksanakan kegiatan Tridharma.

Laboratorium Penelitian dan Pengujian Terpadu, yang selanjutnya disingkat LPPT
adalah laboratorium terpadu yang merupakan unsur penunjang Universitas.

Peralatan Laboratorium, yang selanjutnya disebut Peralatan, adalah mesin, perkakas,
perlengkapan, dan/atau alat-alat kerja lain yang secara khusus dipergunakan untuk
kegiatan praktikum, Penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Bahan Laboratorium yang selanjutnya disebut Bahan, adalah segala sesuatu yang habis
dipakai selama diolah dan/atau digunakan untuk praktikum, Penelitian, dan/atau
pengabdian kepada masyarakat termasuk di dalamnya bahan kimia dan jasad hidup.
Peralatan Kategori 1 adalah peralatan yang cara pengoperasiannya cukup
menggunakan panduan/manual, perawatannya mudah, risiko penggunaan dan
akurasi/kecermatan pengukurannya rendah, dengan sistem kerja yang sederhana.
Peralatan Kategori 2 adalah peralatan yang cara pengoperasiannya memerlukan
latihan, perawatannya sedang, risikko penggunaan dan akurasi/kecermatan
pengukurannya sedang, dengan sistem kerja yang tidak begitu rumit.

Peralatan Kategori 3 adalah peralatan yang cara pengoperasiannya memeriukan
pelatihan khusus/bersertifikat, perawatannya sulit, risiko penggunaan dan
akurasi/kecermatan pengukurannya tinggi, dengan sistem kerja yang rumit.

Tenaga Kependidikan adalah pegawai Universitas yang mengabdikan diri dan diangkat
untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi.

Pranata Laboratorium Pendidikan yang selanjutnya disingkat PLP adalah Tenaga
Kependidikan fungsional yang bertugas melakukan pengelolaan Laboratorium dalam
rangka kegiatan Tridharma.

Komisi Etik Penelitian adalah komisi yang dibentuk oleh Universitas dan bertugas
memberikan persetujuan atas usulan Penelitian yang diajukan ke Universitas agar

sesuai kaidah. WV
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Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan
Mahasiswa.

Kantor Jaminan Mutu adalah unit pelaksana dalam bidang penjaminan mutu.

Sistem Informasi Laboratorium yang selanjutnya disingkat SILAB adalah sistem
informasi mencakup sumber daya dan kegiatan Laboratorium yang terintegrasi.
Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia.

BAB Il
JENIS DAN LINGKUP KEGIATAN LABORATORIUM

Bagian Kesatu
Jenis Laboratorium

Pasal 2
Universitas mempunyai unit penunjang pelaksana kegiatan Tridharma berupa
Laboratorium.
Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. Laboratorium Dasar;
b. Laboratorium Bidang Keilmuan; dan
¢. Laboratorium Terpadu.
Laboratorium Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan
Laboratorium tertutup, Laboratorium Lapangan, bengkel, studio, dan stasiun pemantau
yang digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan mahasiswa tingkat
persiapan dari berbagai program studi.
Laboratorium Bidang Keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
merupakan Laboratorium tertutup, Laboratorium lapangan, bengkel, studio, dan stasiun
pemantau yang terdapat di unit pelaksana teknis yang menyelenggarakan kegiatan
pendidikan, dan Penelitian bagi Sivitas Akademika.
Laboratorium Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ¢ merupakan
Laboratorium tertutup, Laboratorium lapangan, bengkel, studio, dan stasiun pemantau
di tingkat Fakultas dan/atau Sekolah yang melayani kegiatan Penelitian bagi Sivitas
Akademika serta kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Bagian Kedua
Lingkup Kegiatan Laboratorium

Pasal 3
Laboratorium Dasar bertugas menyelenggarakan fungsi pendidikan yang mencakup
praktikum untuk mahasiswa jenjang D-3 atau S-1 yang berasal dari berbagai program
studi, atau calon mahasiswa jenjang D-4 atau S-2 yang memeriukan matrikulasi.
Kegiatan praktikum mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
kegiatan yang mendukung pelaksanaan kurikulum.

Pasal 4
Laboratorium Bidang Keilmuan bertugas menyelenggarakan fungsi pendidikan dan/atau
Penelitian yang mencakup praktikum atau Penelitian bagi Sivitas Akademika.
Praktikum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh program studi.
Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Penelitian yang
dilaksanakan oleh program studi.
Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Laboratorium Bidang Keilmuan
dapat melakukan kegiatan layanan praktikum atau Penelitian kepada pihak di luar
program studi.

AY



Pasal 5

Laboratorium Terpadu bertugas menyelenggarakan fungsi Penelitian dan/atau layanan yang
mencakup:

a.
b.
c.

(1)

2

3)
4)

(5)

Penelitian Mahasiswa, post doctoral, dan dosen;

layanan pengabdian kepada masyarakat; dan

fasilitasi Penelitan multidisiplin, interdisiplin, dan menyelenggarakan Penelitian
unggulan yang diamanatkan Universitas.

BAB I
ORGANISASI DAN TATA KELOLA LABORATORIUM

Bagian Kesatu
Organisasi

Pasal 6
Laboratorium Dasar dikelola oleh Fakultas, Sekolah atau secara bersama-sama oleh
beberapa Fakultas dan/atau Sekolah.
Laboratorium Bidang Keilmuan dikelola oleh Fakultas atau Sekolah.
Laboratorium Terpadu dikelola oleh Fakultas dan/atau Sekolah.

Bagian Kedua
Susunan Pengelola

Pasal 7
Susunan Pengelola Laboratorium Dasar, Laboratorium  Bidang Keilmuan, dan
Laboratorium Terpadu terdiri atas:
a. Kepala;
b. Dosen yang ditugaskan Departemen; dan
c. PLP atau Tenaga Kependidikan.
Kepala Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diangkat dan
diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan setelah mendapat persetujuan SF/SS.
Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Dekan.
Masa jabatan Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) tahun
dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
Struktur organisasi dan tugas setiap Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditentukan dalam Keputusan Rektor mengenai pengangkatan Pengelola.

Bagian Ketiga
Syarat Kepala

Pasal 8

Persyaratan Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a meliputi:
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warga negara Indonesia berjiwa Pancasila;

sehat jasmani, mental, dan rohani;

berstatus sebagai Dosen Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Tetap Universitas;
memiliki integritas, rasa tanggung janji, dan moralitas yang tinggi;

memiliki jabatan akademik paling rendah Lektor;

paling rendah berpendidikan dan bergelar doktor atau sederajat sesuai dengan
kompetensinya;

tidak pernah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling
singkat 5 (lima) tahun; dan

berusia paling tinggi 61 (enam puluh satu) tahun pada saat ditetapkan.
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BAB IV
PENDIRIAN, PEMISAHAN, PENGGABUNGAN, PENUTUFAN DAN
PENGGANTIAN NAMA LABORATORIUM

Bagian Kesatu
Pendirian Laboratorium

Pasal 9
Prosedur pendirian Laboratorium meliputi:
a.  Dekan mengajukan usulan pendirian Laboratorium kepada Rektor, disertai naskah
akademik dan bukti persetujuan dari SF/SS; dan
b.  Rektor menetapkan pendirian Laboratorium setelah mendapat persetujuan SA.
Dalam hal pendirian Laboratorium di lingkungan Universitas, Rektor dapat membentuk
dan menetapkan pendirian Laboratorium setelah mendapat persetujuan SA.

Pasal 10

Persyaratan pendirian Laboratorium Dasar meliputi:

memiliki naskah akademik yang memuat alasan akademik didirikannya Laboratorium,
perencanaan kegiatan, pengembangan, sumber anggaran pembiayaan Laboratorium,
dan posisi Laboratorium dalam peta kompetensi kurikulum yang menjadikan dasar
Laboratorium harus didirikan;

memiliki sumber daya manusia Dosen bergelar Doktor atau mempunyai jabatan paling
rendah Lektor;

memiliki beban kerja praktikum dasar paling rendah 2 (dua) kelas untuk setiap semester
yang dilakukan oleh departemen/program studi berbeda;

memiliki sarana berupa ruangan yang didukung dengan prasarana yang memadai,
memiliki Peralatan Kategori 1 dan Peralatan Kategori 2 yang menjamin kegiatan
Laboratorium terlaksana dengan baik; dan

memiliki PLP paling rendah 1 (satu) orang yang secara khusus ditugaskan di
Laboratorium tersebut.

Pasal 11

Persyaratan pendirian Laboratorium Bidang Keilmuan meliputi:

a.

memiliki naskah akademik yang memuat perencanaan kegiatan dan pengembangan
serta posisi Laboratorium dalam peta kompetensi kurikulum yang menjadikan dasar
Laboratorium harus didirikan;

memiliki sumber daya manusia Dosen bidang keilmuan yang sesuai dengan bidang ilmu
yang dikembangkan berjumlah paling rendah 5 (lima) orang dengan paling rendah 2
(dua) orang bergelar Doktor;

memiliki sarana berupa ruangan yang didukung dengan prasarana yang memadai;
memiliki Peralatan Kategori 1, Peralatan Kategori 2, dan Peralatan Kategori 3 yang
menjamin kegiatan Laboratorium terlaksana dengan baik; dan

memiliki PLP paling rendah 1 (satu) orang yang secara khusus ditugaskan di
Laboratorium tersebut.

Pasal 12

Persyaratan pendirian Laboratorium Terpadu meliputi:

a.

memiliki naskah akademik yang memuat perencanaan kegiatan dan pengembangan
yang terangkum dalam roadmap pengembangan Laboratorium untuk mendukung
pencapaian Rencana Operasional (Renop) Universitas;

memiliki sumber daya manusia Dosen paling rendah 5 (lima) orang bergelar Doktor yang
berasal dari Departemen/Program Studi berbeda atau Fakultas/Sekolah berbeda dan
membentuk bidang keilmuan multidisiplin;

memiliki sarana berupa ruangan yang didukung dengan prasarana yang memadai,
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memiliki Peralatan Kategori 1, Peralatan Kategori 2, dan Peralatan Kategori 3 yang
menjamin kegiatan Laboratorium terlaksana dengan baik; dan

memiliki PLP paling rendah 1 (satu) orang yang secara khusus ditugaskan di
Laboratorium tersebut.

: Bagian Kedua
Pemisahan dan Penggabungan Laboratorium

Pasal 13

Prosedur pemisahan dan/atau penggabungan Laboratorium meliputi:

a.

Dekan mengajukan usulan pemisahan dan/atau penggabungan Laboratorium kepada
Rektor yang disertai naskah akademik diantaranya berisi persetujuan paling rendah 2/3
(dua pertiga) dari jumlah dosen di departemen/program studi dan bukti persetujuan dari
SF/SS untuk usulan dari Fakultas/Sekolah; dan

Rektor menetapkan pemisahan dan/atau penggabungan Laboratorium setelah
mendapat persetujuan SA.

Pasal 14

Persyaratan pemisahan Laboratorium meliputi:

a.

pemisahan sebuah Laboratorium menjadi 2 (dua) Laboratorium baru dapat dilakukan
dengan pertimbangan perkembangan iimu pengetahuan yang mengakibatkan adanya
perubahan kompetensi lulusan dan perubahan kurikulum;

2 (dua) Laboratorium baru sebagaimana dimaksud pada huruf a harus memenuhi
persyaratan pendirian Laboratorium dan hasil rekomendasi audit mutu Laboratorium;
dan

Laboratorium baru sebagaimana dimaksud pada huruf b diajukan sesuai dengan
prosedur dan persyaratan mengikuti sebagaimana proses pembentukan Laboratorium
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, atau Pasal 12.

Pasal 15

Persyaratan penggabungan Laboratorium meliputi:

a.

b.

penggabungan 2 (dua) atau lebih Laboratorium menjadi 1 (satu) Laboratorium dapat
dilakukan dengan tujuan efisiensi dan efektifitas setelah melalui kajian yang mendalam;
proses penggabungan Laboratorium dapat dilakukan dengan pertimbangan
ketersediaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang memenuhi persyaratan
maupun ketiadaaan kegiatan keilmuan yang menjadi indikator kinerja Laboratorium hasil
rekomendasi audit mutu Laboratorium; dan

proses penggabungan dapat dilakukan dengan Laboratorium lainnya yang bidang
keilmuan paling dekat, dengan tetap mengakomodasi fungsi Laboratorium yang
digabung dalam Laboratorium hasil penggabungan.

Bagian Ketiga
Penutupan dan Penggantian Nama Laboratorium

Pasal 16

Persyaratan dan prosedur penutupan laboratorium adalah:

a.

Penutupan Laboratorium dapat dilakukan berdasarkan:

1. hasil audit mutu Laboratorium; dan

2. usulan Dekan atau usulan Pemimpin Universitas.

Audit mutu Laboratorium sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1 mencakup
perubahan perkembangan ilmu pengetahuan, perubahan komposisi, dan kompetensi
sumber daya manusia Dosen, Peneliti, dan PLP, serta perubahan sarana dan prasarana.
Usulan penutupan Laboratorium diusulkan kepada Rektor oleh Dekan setelah
mendapatkan pertimbangan SF/SS.



Dalam hal Dekan tidak mengajukan usulan penutupan Laboratorium, Rektor dapat
menetapkan penutupan Laboratorium berdasarkan hasil audit mutu Laboratorium.
Penutupan Laboratorium ditetapkan dengan Keputusan Rektor setelah mendapat
persetujuan SA.

Pasal 17

Persyaratan dan prosedur penggantian nama Laboratorium adalah:

a.

(1)
)
(3)

(1)

@)
@)

Penggantian nama Laboratorium dapat dilakukan karena:

1. pemisahan atau pengabungan Laboratorium; dan/atau

2. perkembangan ilmu pengetahuan yang mengakibatkan adanya perubahan
kompetensi lulusan dan perubahan kurikulum.

Penggantian nama Laboratorium diusulkan oleh kepala Laboratorium kepada Dekan.

Dekan mengusulkan penggantian nama Laboratorium ke Rektor setelah mendapat

pertimbangan SF/SS.

Penggantian nama Laboratorium ditetapkan dengan Keputusan Rektor setelah

mendapat persetujuan SA.

BABV
SUMBER DAYA LABORATORIUM

Bagian Kesatu
Sumber Daya Manusia

Pasal 18
Kompetensi Dosen sebagai peneliti Laboratorium mencakup pendidikan dan pelatihan
yang sesuai dengan bidang Laboratorium.
Kompetensi PLP dan Tenaga Kependidikan mencakup pendidikan dan pelatihan sesuai
dengan bidang Laboratorium.
Kompetensi PLP dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
meliputi:
perancangan kegiatan Laboratorium;
pengoperasian peralatan dan penggunaan bahan;
pemeliharaan/perawatan peralatan dan bahan;
pengevaluasian sistem kerja Laboratorium; dan
pengembangan kegiatan Laboratorium.

Pooow

Bagian Kedua
Sarana dan Prasarana Laboratorium

Pasal 19
Laboratorium wajib memenuhi standar pelayanan minimal sarana dan prasarana antara
lain memiliki:
a. ruangan tertutup atau terbuka, bersifat permanen atau bergerak; dan
b. peralatan dan bahan.
Universitas bertanggung jawab menyediakan sarana dan prasarana yang diperiukan
terkait dengan gedung, air dan listrik bagi semua Laboratorium.
Laboratorium waijib melakukan pengelolaan limbah dan K3 (Kesehatan dan
Keselamatan Kerja) sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas.

Bagian Ketiga
Bahan dan Peralatan Laboratorium

Pasal 20
Bahan habis pakai Laboratorium harus tersedia cukup untuk memenuhi kebutuhan
kelangsungan kegiatan Laboratorium.
Laboratorium wajib mengelola bahan habis pakai secara efektif dan efisien.



(3)

Fakultas/Sekolah wajib mengalokasikan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT)
untuk pengadaan bahan habis pakai rutin dan pemeliharaan peralatan Laboratorium
bagi Laboratorium yang dikelola.

Universitas dapat membantu pemenuhan kebutuhan bahan habis pakai yang digunakan
untuk kegiatan praktikum di Laboratorium serta pemeliharaan peralatan Laboratorium
yang dikelola Fakultas/Sekolah.

Fakultas/Sekolah menyediakan Peraiatan Kategori 1, Peralatan Kategori 2, dan
Peralatan Kategori 3 yang cukup untuk kegiatan masing-masing Laboratorium yang
dikelola.

Universitas menyediakan Peralatan Kategori 1, Peralatan Kategori 2, Peralatan Kategori
3 yang ditempatkan dan dikelola oleh LPPT untuk dapat dimanfaatkan oleh Sivitas
Akademika Universitas.

Bagian Keempat
Pendanaan Laboratorium

Pasal 21

Sumber pendanaan operasional Laboratorium dibebankan dengan cara:

a.

(1)

()
(3)

®)
(6)
)

Laboratorium Dasar yang melayani praktikum dari beberapa Fakultas/Sekolah,
pendanaan operasional dibebankan pada anggaran RKAT Fakultas/Sekolah asal
mahasiswa dengan diatur oleh Pengelola Laboratorium.

Laboratorium Dasar yang melayani praktikum mahasiswa di lingkup satu
Fakultas/Sekolah pendanaan operasional dibebankan pada RKAT Fakultas/Sekolah.
Laboratorium Bidang Keilmuan yang melayani praktikum, pendanaan operasional
dibebankan pada Fakultas/Sekolah sesuai Laboratorium yang dikelola.

Laboratorium Terpadu di tingkat Fakultas/Sekolah , pendanaan operasional dibebankan
pada RKAT Fakultas/Sekolah sesuai Laboratorium yang dikelola.

Laboratorium dapat memperoleh dana dari hasil kegiatan pelayanan, Penelitian dan
kerja sama dengan mitra.

BAB VI
SISTEM MANAJEMEN MUTU DAN PENJAMINAN MUTU LABORATORIUM

Bagian Kesatu
Sistem Manajemen Mutu

Pasal 22
Universitas menetapkan standar pengelolaan Laboratorium menggunakan sistem
manajemen mutu yang mengacu pada sistem “good /aboratory practice” atau sistem
manajemen secara internasional.
Sistem manajemen mutu yang dijalankan harus mampu melaksanakan fungsi
Laboratorium dan standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Universitas.
Sistem manajemen mutu yang digunakan harus dapat mengarahkan menuju
pengelolaan yang efektif dan efisien.
Sistem manajemen mutu dievaluasi secara berkala untuk melihat kesesuaian dengan
standar Universitas dan/atau standar internasional.
Sistem manajemen mutu yang ditetapkan oleh Universitas wajib dijalankan oleh
Laboratorium sesuai dengan jenis dan lingkup kegiatannya.
Sistem manajemen mutu pada Laboratorium Dasar dan Laboratorium Bidang Keilmuan
dimasukkan ke dalam sistem manajemen organisasi induk pengelolanya.
Sistem manajemen mutu pada Laboratorium Terpadu menerapkan sistem manajemen
mutu berdasarkan standar Universitas dan/atau standar internasional.
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Bagian Kedua
Sasaran Mutu

Pasal 23
Laboratorium harus mempunyai sasaran mutu dengan mempertimbangkan sasaran,
Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Operasional (Renop) Universitas.
Laboratorium Dasar dan Laboratorium Bidang Keilmuan memiliki sasaran mutu yang
menyatu dengan sasaran mutu akademik organisasi induk yang capaiannya dievalusi
sesuai dengan indikator Rencana Kinerja tahunan (RKT).
Laboratorium Terpadu memiliki sasaran mutu yang berhubungan dengan implementasi
sistem manajemen mutu yang capaiannya dievaluasi sesuai dengan indikator RKT dan
berdasarkan kajian ulang manajemen.
Laboratorium Terpadu memiliki sasaran mutu yang berhubungan dengan Renop
Universitas dalam bidang Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
Laboratorium mengevaluasi capaian sasaran mutu setiap tahun untuk menentukan
sasaran mutu berikutnya.

Bagian Ketiga
Dokumen Sistem Manajemen Mutu dan Rekaman Kegiatan

Pasal 24
Setiap Laboratorium harus mempunyai dan menjalankan dokumen sistem manajemen
mutu.
Dokumen sistem manajemen mutu yang digunakan harus mampu menjalankan standar
pelayanan minimal dengan meminimalkan risiko yang terbesar.
Dokumen sistem manajemen mutu dapat dikaji ulang sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 25
Evaluasi terhadap sistem mutu manajemen dilakukan dengan mencari masukan dan
umpan balik melalui hasil layanan Laboratorium dan penyelesaian keluhan
pelanggan/pengguna Laboratorium.
Rekaman kegiatan Laboratorium termasuk umpan balik dan keluhan pelanggan dapat
digunakan untuk menelusur kegiatan Laboratorium.

Pasal 26
Setiap Laboratorium harus memiliki rekaman kegiatan teknis dan manajemen.
Setiap Laboratorium menggunakan rekaman kegiatan teknis dan manajemen, umpan
balik keluhan pelanggan, hasil audit untuk melakukan peningkatan dan melakukan
pencegahan terjadinya ketidaksesuaian.

Bagian Keempat
Penjaminan Mutu Laboratorium

Pasal 27
Setiap laboratorium menjalani audit mutu Laboratorium sekali setahun bersamaan
dengan kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) untuk memastikan kesesuaian dengan
standar Universitas dan/atau standar internasional serta untuk memantau kinerja
Laboratorium.
Audit mutu Laboratorium dilakukan oleh tim audit yang dibentuk oleh Kantor Jaminan
Mutu.,
Audit mutu Laboratorium dimaksudkan untuk melihat konsistensi Laboratorium dan
organisasi induk pengelola dalam menjalankan kegiatan Laboratorium sesuai dengan
jenis dan lingkup kegiatannya.
Hasil temuan audit Laboratorium waijib diselesaikan oleh Laboratorium, ditindaklanjuti,
dan diverifikasi oleh tim audit.
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Laboratorium Terpadu yang sudah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN),
audit mutu dapat dilaksanakan secara bersamaan dengan audit internal Laboratorium.
Kantor Jaminan Mutu wajib melaporkan kegiatan audit mutu Laboratorium kepada
Rektor.

Hasil audit mutu akan dijadikan dasar sebagai bahan pengambilan kebijakan oleh
Pemimpin Universitas dalam hal pengembangan Laboratorium dan pengelolaannya.
Hasil audit mutu Laboratorium dapat dijadikan pertimbangan untuk penggabungan,
pemisahan, penutupan, atau penggantian nama Laboratorium.

Pasal 28
Laboratorium Terpadu yang terakreditasi oleh KAN melakukan kegiatan penjaminan
mutu terhadap hasil pengujian/kalibrasi Laboratorium melaiui kegiatan uji banding
maupun uji profisiensi Laboratorium.
Tindakan perbaikan atau investigasi harus diselesaikan paling lambat 2 (dua) bulan.

Bagian Kelima
Roadmap Laboratorium

Pasal 29
Laboratorium Dasar dan Laboratorium Bidang Keilmuan waijib menyusun program kerja
tahunan dalam bidang pendidikan (praktikum) beserta indikator kinerja yang akan
dicapai.
Laboratorium Bidang Keilmuan dan Laboratorium Terpadu membuat roadmap
Penelitian.
Roadmap Penelitian pada Laboratorium Bidang limu dan Laboratorium Terpadu waijib
memberikan kontribusi terhadap Renstra Fakultas/Sekolah/Pusat Studi.
Laboratorium harus menjalankan kegiatannya berdasarkan program kerja dan roadmap
Penelitian yang sudah disusun.

BAB VI
PROGRAM DAN KEGIATAN LABORATORIUM

Pasal 30
Laboratorium Dasar menyusun program untuk melaksanakan praktikum dan pelatihan
setiap tahun sesuai dengan lingkup dan kegiatannya.
Laboratorium Bidang limu dan Laboratorium Terpadu menyusun program praktikum,
Penelitian, pelatihan setiap tahun sesuai dengan lingkup dan kegiatannya setiap tahun.
Laboratorium wajib memutakhirkan program dan kegiatan melalui SILAB Universitas
paling rendah 1 (satu) tahun sekali.
Laboratorium memiliki program untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia
sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 31
Laboratorium Dasar dan Bidang Keilmuan melaksanakan kegiatan pendidikan dalam
bentuk praktikum bagi mahasiswa.
Praktikum mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada jam kerja
berdasarkan prosedur yang meliputi pendaftaran, pelaksanaan, dan evaluasi.
Laboratorium Dasar dan Bidang Keilmuan wajib mengembangkan topik-topik praktikum
yang terbaru dalam rangka mendukung kompetensi mahasiswa peserta.
Laboratorium Dasar dan Bidang Keilmuan wajib membuat laporan dan evaluasi setiap
akhir kegiatan praktikum pada akhir semester kepada Dekan.
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Pasal 32
Laboratorium Bidang Keilmuan dan Laboratorium Terpadu melaksanakan kegiatan
Penelitian dalam bentuk Penelitian tugas akhir bagi Sivitas Akademika.
Jumlah peneliti yang dapat ditampung dan topik Penelitian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditentukan oleh masing-masing Laboratorium.
Metode pengukuran, pengujian dan kalibrasi yang digunakan dalam Penelitian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan metode standar yang telah
diverifikasi atau metode tidak baku setelah divalidasi.
Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melibatkan jasad hidup atau
manusia dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Komisi Etik Penelitian yang
prosedur pengajuannya ditentukan oleh Komisi Etik Penelitian.
Laboratorium Bidang Keilmuan dan Laboratorium Terpadu wajib membuat laporan dan
evaluasi kegiatan Penelitian 1 (satu) tahun sekali kepada Dekan dan mengunggahnya
ke SILAB Universitas.

Pasal 33
Laboratorium dapat menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat
berupa layanan pelatihan, konsultasi, pengujian, kalibrasi maupun produksi alat dan
bahan dalam skala terbatas.
Laboratorium Dasar dan Laboratorium Bidang limu dapat memberikan layanan bagi
Sivitas Akademika yang hasilnya bukan untuk keperiuan komersial.
Laboratorium Terpadu memberikan layanan kepada pelanggan yang hasilnya dapat
digunakan untuk keperluan komersial, sehingga layanan yang diselenggarakan harus
terakreditasi.
Dalam hal Laboratorium Bidang limu berkehendak melakukan layanan yang dapat
digunakan untuk keperluan komersial maka harus juga terakreditasi atau berafiliasi
dengan Laboratorium Terpadu yang sudah terakreditasi.
Tata cara afiliasi termasuk pengaturan sistem pembagian hasil ditentukan oleh Dekan
atau Pemimpin Universitas tempat Laboratorium Terpadu berada.
Dalam hal kegiatan layanan pengabdian kepada masyarakat yang memerlukan
Laboratorium sebagai peserta pengadaan/tender dapat menggunakan institusi
Fakultas/Sekolah atau menggunakan badan usaha yang dimiliki Universitas.
Laboratorium bertanggung jawab terhadap semua hasil yang dikeluarkan dalam
kegiatan layanan pengabdian kepada masyarakat.

BAB Vil
SISTEM INFORMASI LABORATORIUM

Pasal 34
Universitas mengembangkan SILAB yang terintegrasi dengan sistem informasi lain di
Universitas dan dapat diakses bertingkat oleh Pemimpin Universitas, Sivitas Akademika,
dan masyarakat.
Dalam rangka tata kelola Laboratorium yang efektif dan efisien, pemutakhiran data
dalam SILAB dilakukan oleh setiap Laboratorium.
Universitas menggunakan basis data dalam SILAB untuk mengevaluasi,
mengembangkan dan meningkatkan kinerja Laboratorium, serta dalam rangka
pemisahan, penggabungan, penutupan dan penggantian nama Laboratorium.
Laboratorium wajib melaporkan kondisi dan kegiatan Laboratorium pada SILAB. k‘
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BAB IX
PENGELOLAAN ASET DAN FASILITAS BERSAMA

Bagian Kesatu
Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 35
Laboratorium membuat rencana kebutuhan bahan dan peralatan dengan mengacu
pada program tahunan Laboratorium atau Unit Kerja Laboratorium.
Rencana kebutuhan bahan dan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diunggah ke dalam SILAB.
Laboratorium wajib melakukan verifikasi terhadap rencana kebutuhan bahan dan
peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang sudah diunggah ke dalam SILAB.
Proses pengadaan barang/jasa Laboratorium dilaksanakan berdasarkan peraturan
pengadaan barang/jasa yang berlaku di Universitas.

Bagian Kedua
Penggunaan Fasilitas Bersama

Pasal 36

Setiap Laboratorium sesuai dengan kemampuannya mengusahakan kerja sama dengan
Laboratorium lain dalam penggunaan peralatan Laboratorium untuk keperluan layanan
Penelitian dan/atau praktikum baik yang bersifat interdisiplin atau multidisiplin.

Dalam rangka efisiensi peralatan Laboratorium di Universitas penggunaan fasilitas dapat
digunakan secara bersama.

Untuk keperluan sharing fasilitas, setiap Laboratorium wajib memberikan informasi
mengenai kapasitas, ketersediaan peralatan dalam SILAB secara berkala dan mutakhir.
Universitas memberikan insentif bagi Laboratorium yang telah menjalankan penggunaan
fasilitas secara bersama, dengan menggunakan alokasi RKAT yang dikelola oleh LPPT.

BAB X
PENGELOLAAN KEUANGAN

: Pasal 37
Tarif layanan dan pengabdian kepada masyarakat pada Laboratorium ditentukan
berdasarkan standar biaya umum maupun standar biaya khusus Universitas.
Penggunaan dan pengelolaan dana hasil kegiatan layanan, Penelitian dan pengabdian
serta kerja sama dengan mitra harus mengikuti ketentuan keuangan Universitas, dengan
memasukkannya ke dalam rencana penerimaan dan rencana penggunaannya dalam
RKAT masing-masing Fakultas/Sekolah tempat Laboratorium berada.

BAB Xi
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku:

a. Kantor Jaminan Mutu melakukan audit mutu terhadap semua Laboratorium yang
ada.

b. Fakultas/Sekolah yang mempunyai rasio jumiah Dosen dengan jumiah
Laboratorium kurang dari 5 (lima) harus melakukan reorganisasi, dengan tetap
memperhatikan keberlangsungan fungsi masing-masing Laboratorium dalam
kegiatan pendidikan.

Penyesuaian Pengelolaan Laboratorium berdasarkan Peraturan Rektor ini dilaksanakan

paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Rektor ini ditetapkan.F



BAB XII
PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Tembusan:

1. Ketua Majelis Wali Amanat

Ketua Senat Akademik

Wakil Rektor

Sekretaris Eksekutif

. Dekan

. Direktur

i lingkungan Universitas Gadjah Mada

goabwN

Ditetapkan di Yogyakarta

Prof. ir. Dwikorita Karnawati,

M.Sc., Ph.D.
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